
 

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan/ Lela Damaris                               1 

 

 
Sumber gambar: 

https://mediakita.co.id/dinas-pupr-kalsel-bangun-jaringan-distribusi-utama-air-bersih 

 

Pemerintah Provinsi Kalsel melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penantaan Ruang 

Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melakukan peninjauan pembangunan Jaringan 

Distribusi Utama (JDU) atau pipa air dari Kecamatan Sungai Pinang ke Desa Tinggiran 

Baru, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala. 

Pembangunan JDU pada tahun 2024 menyasar daerah kabupaten Barito Kuala 

dengan panjang pengerjaan 17 km dimulai dari booster sungai pinang menuju tamban, 

dengan pipa hdpe 315 mm sampai dengan Desa Tinggiran Baru. Kemudian lanjut 

pembuatan reservoir dan pengelolaan air 20 liter per detik. 

“Jadi tahun ini kita fokus di Kabupaten Batola untuk pembangunan JDU untuk 

penyediaan air bersih. Anggaran yang kita gelontarkan menggunakan dua pendaan yaitu 

DAK sebesar Rp49 miliar dan Dana APBD Rp23 miliar,” kata Kadis PUPR Kalsel, 

Ahmad Solhan melalui Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Air 

Minum, Angga Rinaldi Rizal. 

Menurut Angga, pembangunan pipa air baru ini diharapkan dapat meningkatkan 

suplai air bersih di wilayah tersebut dan menciptakan ketersediaan air yang lebih optimal.  

“Pengembangan jaringan distribusi utama ini merupakan suatu perangkat vital 

yang dibutuhkan oleh masyarakat Kabupaten Batola untuk memenuhi kebutuhan akan 

pasokan air yang sehat dan aman,” ungkapnya. 

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tinjau Pembangunan

Jaringan Distribusi Utama Di Barito Kuala  
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Oleh karena itu, pengembangan jaringan distribusi utama air menjadi salah satu 

langkah progresif dalam persiapan masyarakat Kalsel untuk menuju keterjangkauan air 

bersih dan sehat.  

“Pembangunan ini menjadi langkah strategis dalam menunjang kebutuhan air 

bersih bagi masyarakat,” pungkasnya. 

 

Sumber berita: 

1. https://mediakita.co.id/dinas-pupr-kalsel-bangun-jaringan-distribusi-utama-air-

bersih, 5 Juni 2024.  

2. https://diskominfomc.kalselprov.go.id/2024/06/04/pemprov-kalsel-tinjau-

pembangunan-jaringan-distribusi-utama-di-barito-kuala/, 4 Juni 2024. 
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APBD 

PENDAPATAN DAERAH BELANJA DAERAH PEMBIAYAAN DAERAH 

PAD BELANJA TIDAK LANGSUNG PENERIMAAN PEMBIAYAAN  

1. Pajak daerah 

2. Retribusi daerah 

3. Hasil penjualan kekayaan 

daerah yang dipisahkan 

4. Lain-lain pendapatan asli 

daerah yang sah 

DANA PERIMBANGAN 

1. Hibah tidak mengikat 

2. Dana darurat dari 

pemerintah 

3. Dana bagi hasil pajak dari  

provinsi ke kab/kota 

4. Dana penyesuaian dan 

dana otonomi khusus 

5. Bantuan keuangan dari 

provinsi atau dari 

pemerintah daerah lainnya 

 

1. Belanja pegawai 

2. Bunga 

3. Subsidi 

4. Hibah 

5. Bantuan sosial 

6. Belanja bagi hasil 

7. Bantuan keuangan 

8. Belanja tidak terduga 

BELANJA LANGSUNG 

 

1. Belanja pegawai 

2. Belanja barang dan jasa 

3. Belanja modal 

1. Sisa lebih perhitungan 

anggaran TA sebelumnya 

(SiLPA) 

2. Pencairan dana cadangan 

3. Hasil penjualan kekayaan 

daerah yang dipisahkan 

4. Penerimaan pinjaman daerah 

5. Penerimaan kembali 

pemberian pinjaman 

6. Penerimaan piutang daerah 

PENGELUARAN PEMBIAYAAN 

1. Pembentukan dana cadangan 

2. Penyertaan modal (investasi) 

3. Pembayaran daerah hutang 

4. Pemberian pinjaman 

LAIN – LAIN PENDAPATAN 

DAERAH YANG SAH 

1. Dana Bagi Hasil 

2. Dana Alokasi Khusus 

3. Dana Alokasi Umum 
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah 

rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda. 

 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah 

rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang. 

 Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai 

kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. 

 Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau 

pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan 

maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. 

 


